WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINS| JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 76 TAHUN
2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa dalam rangka penyesuaian aturan dan pedoman tentang
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dengan berbasis akrual, maka perlu mengubah untuk ketiga kalinya
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam Peraturan
Walikota Mojokerto.

1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425) ;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah untuk ketiga
kalinya sebagai berikut :

Ketentuan LAMPIRAN I, Angka 1 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN
SETARA KAS, diubah, sehingga secara keseluruhan Angka 1 harus
dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Nopember 2017

WALIKOTA MOJOKERTTO
ttd.

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

1 RNopember 2017

P1t. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR . T7 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2017

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
1. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM
Tujuan
1. Tujuan Kebiakan Akuntansi Kas dan Setara Kas ini adalah mengatur perlakuan
akuntansi yang dipilih meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan kas dan setara kas di Neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabiltas sebagaimana ditetapkan oleh pertauran

perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan
keuangan untuk tujuan umum.

3. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas
akuntansi, termasuk BLUD, JKN, BOSNAS, namun tidak termasuk Perusahan Daerah.

Definisi

4. Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas serta dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

5. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang
Persediaan (Sisa UP/TU), saldo simpnan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang
belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan di bank yang
digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada
masyarakat. Dengan demikian, Kas terdiri dari :

Kas di Kas Daerah ;

Kas di Bendahara Pengeluaran ;

Kas di Bendahara Penerimaan ;

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ;

Kas di Bendahara JKN Kapitasi ; dan

Kas di Bendahara BOSNAS.
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6. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang angat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi :

a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang 3 (tiga) bulandari
tanggal penematan serta tdak dijaminkan.

b. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu
tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

7. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat
digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

Klasifikasi

8. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola
dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai,
dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya
bendahara pengeluaran.
Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara
umum daerah terdiri dari:
a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito

kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas Ka di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah o
Potongan Pajak dan Lainnya *j
Kas Transitoris
Kas Lainnya
Kas di Bendahara Pendapatan Yang Belum Disetor
Penerimaan
Uang Titipan
Kas di Bendahara Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
Pengeluaran
Pajak di SKPD yang Belum Disetor
Uang Titipan
Kas di BLUD, JKN dan Kas Tunai BLUD
BOSNAS
Kas di Bank BLUD
Pajak yang Belum Disetor BLUD
Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
Uang Titipan BLUD o
Setara Kas De‘lposito (kurang dari 3 Deposito (kurang dari 3 bulan) ]
bulan)
Surat Utang Negara Surat Utang Negara /Obligasi (kurang
/Obligasi (kurang dari 3 dari 3 bulan)
bulan)




B. PENGAKUAN
' 9. Secara umum pengakuan aset dilakukan :
a. Pada saat potensi manfat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal ;
b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
10. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau
dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara JKN Kapitasi
dan Bendahara BOSNAS.

C. PENGUKURAN
11.Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya.

12.Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal neraca.

D. PENYAJIAN

13. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
14.Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan
keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan

bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
pada Laporan Arus Kas.

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

ASET
ASET LANCAR

Investasi Jangka Pendek XXX XXX

Piutang Pajak XXX XXX
Jumlah Aset Lancar XXX XXX




E. PENGUNGKAPAN
‘ 15.Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian dan nilai kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan keuangan ;

2. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun
merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan,
seperti PPN/PPh yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, luran
Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain :

3. Kebijakan manajemen setara kas; dan

4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

16.Saldo kas lainnya, diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan.

17.Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan
keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan
bukan merupakan bagian aktivitas operasi investasi, pendanaan dan transitoris.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS
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